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BAB  I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perumusan kesejahteraan masyarakat telah dirumuskan dalam UUD 1945 

dan Pancasila. Khususnya pada masyarakat desa, perumusannya telah dipaparkan 

dalam Undang-Undang Desa tahun 2014. Dalam perumusannya, Undang-Undang 

Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber 

dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna 

meningkatkan ekonomi dan kesejahtaraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah 

Pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada 

Desa. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp. 20,7 triliun, dengan 

rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp280 juta. Pada tahun 2016, 

Dana Desa meningkat menjadi Rp. 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa 

sebesar Rp. 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 Triliun 

dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp. 800 juta.
1
 Hal tersebut berjalan hingga 

tahun 2019. Desa Weer juga mendapatkan Rp. 800 juta pertahun. 

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti 

telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain 

berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter 

jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 
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unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 

unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung dalam 

periode 2017-2018.
2
 Desa Weer melakukan pembangunan dengan 4 kilometer 

jalan desa; 19 meter jembatan dan 3 unit sambungan air bersih. 

Selain itu, desa juga punya kesempatan untuk mengembangkan ekonomi 

masyarakat, melalui pelatihan dan pemasaran kerajinan masyarakat, 

pengembangan usaha peternakan dan perikanan, dan pengembangan kawasan 

wisata melalui BUMDes (badan usaha milik desa). Kunci sukses untuk 

mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan 

inisiasi, inovasi, kreasi dan kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat 

dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak 

mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tapi butuh dukungan, prakarsa, dan 

peran aktif dari masyarakat. Hasil evaluasi penggunaan dana desa selama dua 

tahun terakhir juga menunjukkan bahwa dana desa telah berhasil meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya 

rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 

2017. Menurunnya jumlah penduduk miskin perdesaan dari 17,7 juta tahun 2014 

menjadi 17,1 juta tahun 2017 dan, adanya penurunan persentase penduduk miskin 

perdesaan dari 14,09% pada tahun 2015 menjadi 13,62% di semester awal tahun 

2019.
3
 

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa 

dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola 
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swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku 

lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga 

uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar 

desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan 

kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi 

mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan 

memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.  

Pencapaian Dana Desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Hal 

ini terlihat dari pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah desa melalui 

pengelolaan dana desa. Dalam konsep pemberdayaan masyarakat desa, 

pemberdayaan merupakan suatu proses penyadaran tentang potensi ataupun daya 

yang dimiliki oleh seseorang untuk menjadi berdaya dan diaktualisasikan dengan 

adanya partisipasi dari seseorang tersebut melalui pendampingan untuk 

mentransfer pengetahuan.
4
 Pemberdayaan merupakan salah satu unsur 

pembangunan yang sangat dibutuhkan, karena pemberdayaan memberikan proses 

pembekalan kepada masyarakat agar mampu menjalankan program pembangunan 

secara mandiri. Pentingnya pemberdayaan dalam proses pembangunan adalah 

untuk menyadarkan kepada masyarakat tentang permasalahan yang dihadapinya, 

potensi-potensi yang ada di lingkungan yang mereka tinggal dan dapat mencari 

solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Pemberdayaan masyarakat dalam suatu pembangunan bukan hanya 
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bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, dan juga bukan hanya 

mencangkup penerapan program untuk menciptakan kesejahteraan sosial. Tetapi 

pemberdayaan dalam pembangunan daerah yaitu untuk memberikan keberdayaan 

masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat 

merupakan suatu proses penyadaran tentang potensi ataupun daya yang dimiliki 

oleh seseorang untuk menjadi berdaya dan diaktualisasikan dengan adanya   

partisipasi dari seseorang tersebut melalui pendampingan untuk mentransfer 

pengetahuan.
5
  

Pembangunan pedesaan seharusnya mengarah pada peningkatan 

kesejahteraan masyarakat pedesaan melalui pemberdayaan masyarakat desa. 

pemberdayaan masyarakat berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) terutama dalam membentuk dan merubah perilaku masyarakat 

untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan taraf hidup yang lebih berkualitas. 

Salah satu fenomena yang menarik untuk dikaji berkaitan dengan topik ini adalah 

peran pemerintah desa Weer. Desa Weer merupakan desa yang terletak di Kei 

Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara, secara geografis desa Weer 

terletak di wilayah timur, yang memiliki potensi cukup strategis dengan luas 

wilayah 221,672 ha dengan mata pencaharian sebagian besar penduduknya 

bermata pencaharian petani dan nelayan. Hal ini dikarenakan sebagian besar 

wilayah penggunaan tanahnya yang berjumlah 132 ha digunakan untuk lahan 

pertanian. Selain itu ketidakmampuan sarana dan infrastruktur ekonomi dalam 

menampung para lulusan lembaga pendidikan yang ada di desa berakibat pada 
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timbulnya penggangguran.  

Berdasarkan data potensi desa tahun 2018 menunjukkan masyarakat yang 

berusia produktif yang tidak memiliki pekerjaan tetap sebanyak 672 orang 

sehingga jumlah keluarga pra sejahtera yang ada di desa Weer sebanyak 220 

keluarga. Melihat banyaknya pengangguran di desa Weer, maka peran Pemerintah 

desa Weer untuk meminimalisir dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

harus ditinjau kembali. Sebagai pengatur dan pengelola pemerintahan desa, sudah 

sewajarnya pemerintah desa Weer melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa 

sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengaktifan 

kelembagaan Unit Pengelola Keuangan (UPK), peningkatan peran serta 

masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ekonomi produktif masyarakat.  

Peran pemerintah desa Weer dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana 

desa harus ditingkatkan. Hal ini bisa dilakukan dengan perencanaan, pengawasan, 

pertanggung-jawaban, dan transparansi yang baik bersama masyarakat. Sesuai 

dengan hasil penelitian Faizatul Karimah yang menyatakan bahwa pengelolaan 

dana desa dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon Kecamatan Deket 

Kabupaten Lamongan secara normatif dan admistratif sudah baik. Pemberdayaan 

masyarakat dibentuk melalui partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan, 

pengawasan, pertanggung-jawaban, dan transparansi yang maksimal pada 

berbagai kegiatan desa. Peran stakeholder pada pengelolaan alokasi dana desa 

dalam pemberdayaan masyarakat Desa Deket Kulon sudah maksimal.  

 



6 
 

Diperbaikinya berbagai sarana dan prasarana masyarakat seperti jembatan, 

jalan setapak, jalan poros desa dinilai belum memberikan pemberdayaan bagi 

masyarakat yang mengarah pada masyarakat mandiri. Hal ini terlihat dari angka 

pengangguran yang belum menurun serta tingkat keluarga pra sejahtera pada akhir 

tahun 2018 masih belum menurun. Berdasarkan kenyataan tersebut, peneliti ingin 

mengetahui dan mengkaji lebih dalam tentang peran pemerintah desa Weer dalam 

melakukan pemberdayaan masyarakat melalui dana desa tahun anggaran 2018. 

Peneliti melakukan penelitian dengan judul “Dampak Dana Desa Terhadap 

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Weer Kecamatan Kei 

Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara”. 

B. Rumusan dan Batasan Masalah 

1. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini antara lain: 

a. Bagaimana pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 oleh 

pemerintah desa dalam melalakukan pembangunan dan 

pemberdayaan di desa Weer Kecamatan Kei Besar Utara Barat 

Kabupaten Maluku Tenggara ? 

b. Bagaimana dampak dana desa tahun anggaran 2018 terhadap 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Weer 

Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara ? 

2. Batasan Masalah 

Mengingat pembahasan tentang program pemerintah desa melalui dana 

desa sangat meluas, maka penelitian ini hanya dibatasi pada dampak dana 
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desa tahun anggaran 2018 bagi pembangunan dan pemberdayaan 

masyarakat di desa Weer Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten 

Maluku Tenggara 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini antara lain: 

a. Untuk mengetahui pengelolaan dana desa tahun anggaran 2018 oleh 

pemerintah desa dalam melalakukan pembangunan dan 

pemberdayaan di desa Weer Kecamatan Kei Besar Utara Barat 

Kabupaten Maluku Tenggara. 

b. Untuk mengetahui dampak dana desa tahun anggaran 2018 terhadap 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Desa Weer 

Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara. 

2. Manfaaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 

a. Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

intelektual peneliti dalam mendalami pengetahuan tentang peranan 

pemerintah desa terhadap pengelolaan pembangunan melalui dana desa di 

desa Weer Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku 

Tenggara. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi 

peneliti maupun pihak lainnya mengenai permasalahan yang ada. 
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D. Pengertian Judul dan Definisi Operasional 

Dalam rangka menghindari terjadinya salah penafsiran yang keliru 

terhadap judul ini, maka peneliti merasa perlu menjelaskan pengertian judul yang 

dikemukakan sebagai berikut :  

1. Dampak adalah suatu akibat yang muncul berdasarkan suatu proses atau 

peristiwa.
6
 

2. Dana desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang 

ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk 

pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. 

3. Pembangunan adalah proses perubahan yang mencakup seluruh sistem 

sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan 

teknologi, kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara terus menerus 

untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. 

4. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemanfaatan dan pengelolaan 

sumber daya masyarakat perdesaan secara lebih efektif dan efisien. 

5. Desa Weer merupakan salah satu daerah yang terletak di bagian barat laut 

kecamatan Kei Besar Utara Barat kabupaten Maluku Tenggara. 

Berdasarkan definisi dari beberapa istilah di atas, maka diangkat definisi 

secara opersional dalam penelitian ini yaitu akibat yang muncul dari pengelolaan 

dana APBN untuk proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti 

politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, 
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kelembagaan, dan budaya yang dilakukan secara terus menerus di desa Weer 

Kecamatan Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara. 

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan mengandung 

fokus penelitian yang serupa berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah: 

Pertama, Jurnal Penelitian Faizatul Karimah, dkk yang berjudul 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat.
7
 Fokus 

kajianya yaitu mendeskripsikan tentang pengelolaan dana desa sesuai unsur 

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hasil penelitiannya menunjukan bahwa 

secara normatif dan administratif pengelolaan alokasi dana desa dilakukan dengan 

baik, namun secara substansi masih belum menyentuh makna pemberdayaan yang 

sesungguhnya. Selain itu, beberapa stakeholders juga belum melaksanakan 

perannya secara maksimal, hanya kepala desa selaku tim pelaksana yang 

mendominasi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Budaya paternalistik 

masyarakat desa menyebabkan masyarakat bersikap acuh dan menaruh 

kepercayaan sepenuhnya kepada kepala desa terhadap pengelolaan alokasi dana 

desa, serta dominasi pihak kecamatan dalam penyusunan surat pertanggung 

jawaban yang menyebabkan kurangnya kemandirian desa. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, terlihat pada peran 

pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian 

ini terdapat pada dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat sebagai akibat dari 

peneglolaan dana desa. 
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Kedua, Jurnal Penelitian Faisal, yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat 

Desa.
8
 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemberdayaan masyarakat 

merupakan paradigma baru dalam pembangunan. Dia muncul dan berkembang 

berdasarkan analisis kritis terhadap teori dan praktik serta realitas social 

kemasyarakatan sebagai cerminan proses dan hasil pembangunan. Pembangunan 

dalam tatanan teoritis dan praktik telah terkonseptualisasikan dengan 

menggunakan pendekatan top-down dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, terlihat pada peran 

pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan dana desa guna pemberdayaan 

masyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, 

dimana penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Penelitian di atas 

menggunakan pendekatan teoritis atau kepustakaan (library research). 

Ketiga, jurnal penelitian I Wayan Saputra (2014) yang berjudul Efektivitas 

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Desa Lembean Kecamatan 

Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014.
9
 Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa Lembean yaitu 

tahun 2009 (98,98%), 2010 (100%), 2011 (100%), 2012 (98,24%), 2013 (100%), 

dan 2014 (99,57%). Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana desa 

pada desa Lembean adalah pemahaman masyarakat terhadaap ADD, miss 

komunikaasi, dan pencairan alokasi dana desa yang terlambat.  

Persamaan penelitian ini dengan penelitian di atas, terlihat pada peran 
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pemerintah desa dalam melakukan pngelolaan dana desa dalam pemberdayaan 

msyarakat. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian, 

dimana penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian di atas 

menggunakan metode kuantitatif. 

F. Sistematika Skripsi 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka diangkat sistematika 

sebagai garis-garis besar dalam skripsi ini antara lain; bab pertama mengangkat 

tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan 

masalah, tujuan dan manfaat Penelitian, referensi terdahulu yang relevan serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab kedua membahas tentang kepustakaan. Pada bab ini diangkat topik 

pembahasan tentang konteks pembagunan dan pemberdayaan masyarakat, 

Pengelolaan Pemerintahan Desa dan Pengelolaan Dana Desa. Bab ketiga 

penelitian ini mengangkat tentang metode penelitian. Dalam bab in diangkat 

tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, sumber 

data, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data. 

Bab keempat penelitian ini membahas tentang hasil penelitian. Dalam bab 

ini akan dibahas tentang program-program yang dilakukan pemerintah desa Weer 

melalui dana desa terkait pemberdayaan masyarakat serta dampak pemberdayaan 

pemerintah melalui dana desa terhadap pembangunan di Desa Weer Kecamatan 

Kei Besar Utara Barat Kabupaten Maluku Tenggara. Bab kelima dalam 

penelitian ini membahas tentang kesimpulan dan saran sebagai rekomendasi 

dalam penelitian ini. 
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BAB  III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek 

penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara 

holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada 

suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memfungsikan sebagai metode 

alamiah.
28

 

Penelitian ini, mengambarkan peran pemerintah desa Weer antara satu 

dengan lainnya dan memahami fakta-fakta yang ada dari peran tersebut dalam 

melakukan program pembangunan serta dampak dari pemberdayaan pemerintah 

dalam pengelolaan dana desa di Desa Weer Kecamatan Kei Besar Utara Barat 

Kabupaten Maluku Tenggara. Pengambilan data dari informasi dengan 

menggunkan indept interview.  

B. Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Weer kecamatan Kei Besar Utara Barat 

kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan waktu penelitian ini direncanakan akan 

dilaksanakan selama 1 bulan yakni sejak tanggal 11 November – 10 Desember 

2019. 

C. Sumber Data 

Sumber yang akan di gunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu:   

                                                             
28
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1. Data Primer yaitu sumber yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Untuk 

mendapatkan data tersebut, maka peneliti akan memperoleh sumber data 

secara langsung di masyarakat melalu informan yang bisa di jadikan 

sebagai sumber data. Informan yaitu: orang yang memberikan imformasi 

pada saat peneliti barada di lapangan. Untuk menentukan informan maka 

peneliti pada prinsipnya menghendaki seorang informan itu harus betul 

faham terhadap permasalahan yang dibutuhkan.
29

. 

2. Data Sekunder diperoleh dari sumber bahan bacaan atau dokumentasi 

seperti surat surat pribadi, surat kabar, pribadi, buku harian, notulen rapat 

dokumen resmi dari istansi pemerintah, surat kabar, majalah dan naska 

hasil penelitian. Peneliti akan mengunakan bahan-bahan dokumentasi 

dari pemerintah desa Weer kecamatan Kei Besar Utara Barat kabupaten 

Maluku Tenggara terkait program penanggulangan kenakalan remaja 

serta sumber-sumber bacaan lain terkait dengan permasalahan yang 

sedang diteliti dalam penelitian ini.  

D. Informan Penelitian 

Prosedur penentuan imformasi dalam penelitian kualitatif disebut “Internal 

Sampling” yaitu penentuan informasi yang mewakili dirinya, melalui pemikiran 

yang disampaikan sebagai suatu penjelasan terhadap instrument yang di 

sampaikan kepadanya oleh peneliti yang berfungsi sebagai instrument penelitian. 

Peneliti juga menentukan informan dilakukan dengan mengunakan teknik 

“Snowball Sampling” yaitu berdasarkan informasi informan sebelumnya untuk 

                                                             
29

Ibid., h. 31 



27 
 

mendapatkan informan berikutnya sampai mendapatkan “data jenuh” tidak 

mendapatkan informasi baru lagi.
30

 

Informan yang diangkat berjumlah 7 orang yang terdiri dari kepala desa  

dan sekretaris desa serta 3 orang kaur pemerintah desa yakni kepala urusan 

pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala seksi kesejahteraan serta 2 

orang anggota masyarakat. Informan yang diwawancarai dinilai dapat 

memberikan informasi guna memenuhi kebutuhan data dalam mendeskripsikan 

masalah penelitian ini. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Oleh karena bentuk penelitian ini adalah kualitatif bersama dengan sumber 

data yang ditetapkan maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Observasi dilakukan guna mengetahui secara langsung tentang aktifitas 

pemerintah dalam melakukan program pembangunan di desa Weer 

sekaligus melibatkan masyarakat dalam program pembangunan tersebut. 

Peneliti juga melakukan observasi terhadap aktifitas pemerintah baik di 

lingkungan kantor pemerintah maupun di masyarakat. Hal ini dilakukan 

guna melihat sejauh mana perilaku mereka untuk menjawab masalah 

dalam penelitian ini.  

2. Interviuw (wawancara), teknik ini tidak dilaksanakan dengan struktur 

yang ketat dan formal dengan maksud agar informasi yang dikumpulkan 

memiliki kedalaman yang cukup. Teknik ini dipandu dengan daftar 
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pedoman wawancara yang dibuat sesuai dengan permasalahan penelitian 

yang ditujukan kepada para informan.  

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulkan data yang dilakukan dengan 

cara menganalisis data-data tertulis dalam dokumen-dokumen seperti 

data peserta didik, transkip, surat kabar, buku, dan media cetak lainya. 

Selain itu, dokumentasi juga dilakukan terhadap peran raja dalam 

nenanggulangi miras dan kenakalan remaja di desa Weer kecamatan Kei 

Besar Utara Barat kabupaten Maluku Tenggara. 

G. Teknik Analisis Data  

Dalam penelitian ini peneliti perlu menjelaskan mekanisme kerja model 

analisis interaktif dalam penelitian kualitatif yang di kemukakan oleh Miles dan 

Huberman untuk mepermudah pemahaman peneliti terhadap teknik analisa data 

tersebut di atas maka dijelaskan sebagai berikut: 

1. Reduksi data adalah: Proses mengubah rekaman kedalam pola, Fokus 

katagori, atau pokok permasalahan tertentu. Pada tahap ini data yang 

terkumpul dan terekam dalam catatan-catatan lapangan di rangkum dan di 

seleksi. Kegiatan ini juga menyangkut proses penyusunan data dalam 

berbagai fokus katagori, atau pokok permasalahan yang sesuai. 

2. Display data:  Pada tahap ini selanjutnya data diolah lagi dengan menyusun 

atau menyajikanya kedalam matriks-matriks (tempat cetakan) yang sesuai 

dengan keadaan data. Matriks berfungsi untuk memilah-milah data yang 

telah direduksi, memudahkan pengkontruksian data, dan memudahkan 

mengetahui cakupan data yang terkumpul. 
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3. Pengambilan kesimpulan/Verifikasi: dari proses reduksi data, penyajian 

data, peneliti menghasilkan pemahaman dan pengertian yang mendalam 

tentang keseluruhan data yang di olah. Pada tahap ini di cari kesimpulan 

dari data yang telah di reduksi dan disajikan.
31
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BAB  V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka diangkat kesimpulan dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Pengelolaan dana desa tahun 2018 di desa Weer telah sesuai dengan 

mekanisme pengelolaan yakni melalui tahap perencanaan yang dilakukan 

dengan musyawarah pemerintah desa dengan masyarakat kemudian 

dilakukan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

Ohoi dan diusulkan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah 

Kabupaten Maluku tenggara. Pengelolaan dana desa dilakukan dengan 

membangun berbagai infrastruktur seperti sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, fasilitas umum dan talud pantai. Dalam pembangunan 

infrastruktur, masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi secara baik. 

2. Dampak dari pengelaolaan dana desa adalah menciptakan kemudahan bagi 

masyarakat dalam melakukan aktifitas ekonomi maupun kegiatan sosial 

budaya. 

B. Saran  

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas, maka diangkat saran dalam 

penelitian ini yaitu: 

1. Adanya Dana desa memberikan dampak bagi pembangunan dan 

kesejahteraan masyarakat di desa Weer. Akan tetapi, beberapa 

permasalahan terkait dengan pelaksanaan serta pelaporan dana desa juga 
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perlu mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah. Hal tersebut 

dilakukan agar pelaksanaan Dana desa berjalan dengan tepat sasaran serta 

pertanggungjawabannya dapat dilakukan dengan baik dan tepat waktu.   

2. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa khususnya dalam 

bidang pelestarian lingkungan hidup serta pelatihan ketrampilan dan 

kerajinan tangan bagi ibu-ibu PKK hingga hari ini masih sebatas 

pembinaan dan belum terealisasi. Olehnya itu diharapkan hal tersebut 

dapat dibahas selanjutnya dalam Musrembang desa sehingga dapat 

meningkatkan peran perempuan dalam sektor sosial dan ekonomi. 
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